
 
 

 
Perbaikan Permohonan Pengujian UU Pilkada 

 
Jakarta, 19 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang  terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada 
Selasa (20/02), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan 
nomor perkara 12/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Ahmad Alfarizy sebagai Pemohon I dan Nur Fauzi Ramadhan 
sebagai Pemohon II. Norma yang diujikan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016.  

Dalam Sidang sebelumnya (02/02), Pemohon menyebutkan pasal tersebut menyatakan pengunduran diri dari 
posisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang ingin menjadi peserta dalam pemilihan kepada daerah (pilkada). 
Namun pada pasal tersebut tidak mengakomodir soal pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih yang belum 
dilantik. Akibatnya, dikhawatirkan adanya konflik status antara caleg terpilih Pemilu 2024 dengan pasangan calon 
peserta Pilkada 2024. Bahkan jika dilanjutkan, sambung Fauzi, hal demikian bisa menghalangi proses kaderisasi 
dalam partai politik. 

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan agar para Pemohon 
memperjelas kerugian potensial yang dimaksudkan atas keberlakuan norma yang diujikan. Sementara Hakim 
Konstitusi Daniel memberikan catatan mengenai permohonan provisi yang diajukan agar dapat mempedomani 
Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 dan 70-PS/PUU-XX/2020 yang mengabulkan permohonan provisi. 

Sementara Ketua MK Suhartoyo mengatakan para Pemohon untuk memperhatikan jeda waktu antara Pilpres 
dan Pilkada.  (Sri/MHM). 

 

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita 
resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK) 

http://www.mkri.id/

